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LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG 
 

 

Nomor 1  Tahun 2013 

 

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG 

NOMOR 1 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

TAHUN 2005-2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TANGERANG, 

 

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah dalam 

kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat terarah, 

berkesinambungan, efektif dan efisien serta memenuhi 

kepentingan masyarakat, perlu dibuat Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 2 

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005-2025; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3518); 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2005-2025; 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Tangerang Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012–2032, 
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6); 

 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG 

dan 
WALIKOTA TANGERANG 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota  dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota 
Tangerang.  

3. Walikota adalah WalikotaTangerang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Tangerang. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Tangerang. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah 

yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Badan, Kantor, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan 
Kecamatan. 

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan 
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

8. Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan system 
pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua 

komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa 
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di 
inginkan pada akhir periode perencanaan. 

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

13. Arah Kebijakan adalah instrument perencanaan yang 
memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih 
terarah dalam mencapai visi dan misi. 

14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau 

masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI 

Pasal 2 

 

(1) Program Pembangunan Daerah periode Tahun 2005-2025 

dilaksanakan sesuai dengan RPJPD. 

(2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan 
dibentuknya Pemerintahan Kota Tangerang dalam bentuk 
visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang 

akan dicapai. 

 

 Pasal 3 

 

RPJPD berfungsi sebagai Pedoman penyelenggaraan 
pembangunan dan Penyusunan visi, misi dan program prioritas 

Walikota dan/atau RPJMD. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

 

(1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB  I :  Pendahuluan 

BAB  II :  Gambaran Umum Kondisi Kota Tangerang 

BAB  III :  Analisis Isu-isu Strategis  

BAB  IV :  Visi dan Misi Pembangunan Kota Tangerang 

BAB  V :  Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang 

BAB  VI :  Kaidah Pelaksanaan 

(2) Uraian secara rinci RPJPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 
RPJPD. 

(2) Pengendalian dan Evaluasi RPJPD paling lama dilaksanakan 
5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang–undangan yang berlaku. 

(3) Pengendalian dan Evaluasi oleh Walikota dalam 
pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk 

keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh 
Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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(4) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi 
dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian 

tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan 
pembangunan daerah. 

(5) Evaluasi oleh Bappeda meliputi penilaian terhadap 

pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana 
pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan daerah dan menghimpun, 
menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD 
dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 
 

RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku pada tanggal 
Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 
 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. 

 

 
Ditetapkan    di   Tangerang 

pada tanggal  16 Mei 2013 
 

WALIKOTA TANGERANG, 

 
Cap/ttd 

 
 

H. WAHIDIN HALIM 
 

Diundangkan di  Tangerang 
pada tanggal  16 Mei 2013  

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 
 

                     Cap/ttd 

 
   

     H. M. HARRY MULYA ZEIN 
 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 1 


